
Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Prabumulih ( Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 86,
TambahanLembaranNegaraRI Nomor 4113 );

2. Undang-UndangNomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (l.ernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndones.aNomor3'169);

3. Undang-UndangNomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahar. Lembaran Negara RepubLikIndonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor4048);

4. Undang-UndangNomor21 Tahun 1997tentang BeaPerolehanHak
Atas Tanah dar Bangunan(L.embaranNegara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor3688);

5. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negarayang Bersihdan Bebasdari Korupsi, KoLusidan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 3851);

6. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
TambahanLembaranNegaraNomor 4286);

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Nomor 01 Tahun 2008 tentang fl.nggaran Pendapatan dan Belanja
DaerahTahun Anggaran 2008, perlu ditetapkan PeraturanWalikota
Prabumulih tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2008 se~agai landasan operasional
pelaksanaanAPBDTahunAnggaran2008;

Menimbang

WALIKOTA PRABUMUlIH,

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DA.N BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

NOMOR 04 TAHUN 2008

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

TENTANG
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7. Undang·Undang Nomor 1 Tahur, 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Repubdk Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggc.ran Pernerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Repuclik Indonesia Nomor 4090);,

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana
telah diubah denganPeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembarar t-:egaraRepublik Indonesia Tahun
2005 Nomor 94, TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor
4540);



27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih
Nomor ..... Tahun ..... tentang Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan RakyatDaerahKota Praburnulih;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 59 Tahun 2007 tentang
Perubahanatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang PedomanPengelolaanKeuanganDaerah;

26. PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 13Tahun 2006 tentang
PedomanPengelolaanKeuanganDaerah;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja lnstanst Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbahan l.ernbaran
NegaraRepublik IndonesiaNomor4614);

24. Perati.ran Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal
(Lernbaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
TambahanLembaranNegaraRepubik IndonesiaNomor45B5);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor L40, Tambahan l.ernbaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor4578); .

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 577);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 5istem
Informasi KeuanganDaerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
lndcnesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor !37, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor4575);
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Pasal3
Rincian Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LampiranII PeraturanWalikota Prabumulih

Pasal2
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud calam Pasal 1 tercantum dalam
LampiranI PeraturanWalikota Prabumulih

Sisa lebih pembiayaananggarantahun berkenaan Rp. 0

Rp. 120.009,.000.000

Rp. 121.359.000.000
(Rp. 1.350.000.000 )

(Rp.512.742.377.486)
(Rp.120.009.000.000)

Jumlah Belanja
(Defisit)

(Rp. 133.646.953.143 )
(Rp. 0 )
(Rp. 0 )
(Rp. 13.150.000.000)
(Rp. 19.641.835.950)
(Rp. 2.000 000.000 )
(Rp. 2.620 000.000 )
(Rp. 500.000.000 )
(Rp. 392.733.377.486)

(Rp. 19.441.3S9.487)
(Rp. 72.463.877.650 )
(Rp. 249.278.321.256 )
(Rp. 293.960.175.607 )

Rp. 15.008.080.000
Rp. 349.621.731.487
Rp. 28.103.565.999
Jumlah Pendapatan Rp. 392.733.377.486

Jumlah PembiayaanNeto

4. Pembiayaan:
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

b. BelanjaLangsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barangdan Jasa
3) BelanjaModal

3. Belanja
a. BelanjaTidak Langsung

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3) BelanjaSubsidi
4) BelanjaHibah
5) Belanja BantuanSosial
6) BelanjaBagiHasil
7) Belanja BantuanKeuangan
8) BelanjaTidak Terduqa

AnggaranPendapatandan BelanjaDaerahTahun Anggaran 2008 terdiri atas :
1. . Pendapatan
2. a. PendapatanAsli Daerah

b. DanaPerimbangan
c. Lain-lain Pendapatanyang Sah

Pasall

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Menetapkan

MEMUTUSKAN :
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BERITA DAERAHKOTA PRABUMULIH TAHUN 2008 NOMOR 4 Seri A

RACHMAN DJALlLl

WALIKOTA PRABUMULIH

Pasal7
Peraturan Walikota Prabumulih ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dalam Berita Daerah.

Pasal6
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalsrn peraturan ini dituangkan lebih
lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Ditetapkan di Prabumulih,
pada tc:nggal 20 Februari 2008

Pasal5
Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini,

Pasal4
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran ill
Peraturan Walikota Prabumulih


